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BAB I PENDAHULUAN 
I. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu 

pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja 

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari 

sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian 

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi 

dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. 

 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan 

semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN). 

 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP).Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang 

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang 

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja 

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

II. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal.PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, 

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja  yang menjadi kewenangan Daerah. 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

sebagaimana dimaksud pada BAB II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 8 tahun 2016 adalah Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan tipe 

B.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

III. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat  

mempunyai tugas dan kewajiban untuk Menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang penanaman modal dan perizinan, bidang tenaga kerja serta bidang energi 

sumber daya mineral. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja; 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan 

Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya . 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. Daman 

Nasir,MP, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural 

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini : 

IV. Isu Strategis 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- 

permasalahan sebagaimana berikut ;  

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat 

serta penuh kepastian ( dari sisi waktu pelayanan) dikarenakan  terbatasnya 

kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, fasilitas sarana dan prasarana 

pelayanan yang belum memadai, Tim Teknis (Survey) yang melibatkan 

beberapa OPD ( Survey menyesuaikan waktu/jadwal tim teknis) dalam 

mendukung upaya peningkatan pelayanan public. 



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 
 

4 
 

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya 

yaitu dengan : 

a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan 

sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang ada dan berlaku;  

b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang 

applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi; 

c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional; 

d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to 

date, valid dan terukur.  

2. Belum tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan non 

perizinan dikarenakan paradigma perizinan yang sulit,lambat, mahal dan tidak 

tepat waktu . 

Dari data yang ada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan 

masih cukup rendah sehingga permasalah ini dapat diantisipasi melalui 

kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan non perizinan langsung di wilayah 

kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah 

ada melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.  

 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi ke Lampung Barat dikarenakan 

jarak tempuh yang jauh dari provinsi  

 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan dikarenakan tingkat Pendidikan Masyarakat 

yang rendah, 

5. Masih rendahnya kesempatan kerja yang disebabkan minimnya keterampilan 

pencari kerja Dalam mengatasi masalah ini Dinas Penanaman Modal, PTSP 

dan Tenaga kerja melaksanakan kegiatan pelatihan – pelatihan seperti 

pelatihan otomotif, pelatihan menjahit, pelatihan sablon serta pelatihan 

kewirausahaan.  

6. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal dikarenakan 

terbatasnya sarana dan prasana BLK serta tidak adanya instruktur pelatih  
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V. Landasan Hukum 

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2013 - 2018. 
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VI. Sistematika 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung 

Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian 

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

I. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIEW 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun 

melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada 

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya 

alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.  

Rencana  Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima 

) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati  Nomor 35  Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban  terkait dengan penetapan / kebijakan 

bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. 

 

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang 

simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-

2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
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Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat dan stakeholder. 

 

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana 

Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dimuat program 

dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

 

a. VISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2017-2022 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh 

pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna 

bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas 

masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang 

Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2017-2022 adalah :  

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA” 

Hebat dalam arti Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa dengan 

makna visi mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi 

kesejahteraan masyarakat Lampung Barat. 

 

b. MISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2017-2022 

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu  

1. Meningkatkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, 

dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan 

lingkungan.. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berdaya 

saing. 

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro bisnis dan agro 

wisata berbasis sumber daya lokal. 
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4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan 

berorientasi pada pelayanan publik. 

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, 

demokratis, serta kesetaraan gender dan partisipatif. 

Untuk mewujudkan Visi dari Kabupaten Lampung Barat ,Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro 

wisata berbasis sumber daya local. 

b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan 

berorientasi pada pelayanan publik. 

c. Mengembangkan prikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, 

demokratis, kesetaraan gender dan parsipatif. 

 

c. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang 

ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 sebanyak  3 ( tiga) sasaran 

strategis. 

 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu 

ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat 

 

 

 

 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan  Nomor : 36 Tahun 2019 

tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator 

Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022. 
 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya 

Nilai Investasi 

Meningkatnya 

Jumlah 

Investasi di 

Lampung 

Barat 

Jumlah 

Investasi 

PMDN/PMA 

3.325.564.458 82 Miliyar 85 Miliyar 90 Miliyar 95 Miliyar 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Layanan 

Pemkab 

Lampung Barat 

Meningkatnya 

Kualitas 

pelayanan 

perizinan 

terpadu 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

B B B B B 

3 Menurunnya 

Pengangguran 

Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja 

(TPAK) 

80.80 % 80,84% 80,89% 80,92% 80,95% 
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Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah 

sebagai berikut. 
 

 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat Tahun 2021 

N
O 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

PENJELASAN 

ALASAN 

 
FORMULASI / 

RUMUS 
PERITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

1 Meningkatnya 
Jumlah 
Investasi di 
Lampung 
Barat 

Jumlah 
Investasi 
PMDN/PMA 

Rupiah Cukup Jelas Data diambil dari 
website 
:lkpm.bkpm.go.id 

DPMPTSPNA
KER 
LAMPUNG 
BARAT 

2 Meningkatnya 
Kualitas 
pelayanan 
perizinan 
terpadu 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Predikat Cukup Jelas Total dari nilai 
persepsi 
perunsur x Nilai 
PenimbangTotal 
Unsur yang terisi 

DPMPTSPNA
KER 
LAMPUNG 
BARAT 

3 Meningkatnya 
Kesempatan 
Kerja 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan 
Kerja 
(TPAK) 

% Mengindikasika
n besarnya 
persentase 
penduduk usia 
kerja yang aktif 
secara ekonomi 
disuatu 
negara/wilayah
Semakin tinggi 
TPAK 
menunjukkan 
bahwa semakin 
tinggi pula 
pasokan tenaga 
kerja (labour 
supply) yang 
tersedia untuk 
memproduksi 
barang dan jasa 
dalam suatu 
perekonomian 

Jumlah 
Angkatan Kerja x 
100%Jumlah 
Penduduk Usia 
15 Tahun Ke 
atas 

BPS 
LAMPUNG 
BARAT 
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C. Perjanjian Kinerja Utama 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  sangat 

penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena 

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang 

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan 

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana 

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen 

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya Jumlah Investasi 

di Lampung Barat 

Jumlah Investasi PMDN/PMA 90 Miliyar 

2 Meningkatnya Kualitas 

pelayanan perizinan terpadu 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

B 

3 Meningkatnya Kesempatan 

Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

80,92% 

 

II. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIEW 

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga 

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah 
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maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap 

Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut 

selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan 

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2021, sebagai berikut : 

A. Rencana Strategis Hasil Review 

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Dan Tenaga Kerja terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada 

seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau 

sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana 
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Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Tahun 2021 

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana 

strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain : 

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2021 

tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lampung Barat 

 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Meningkatnya 

Nilai Investasi 

Meningkatnya 

Jumlah 

Investasi di 

Lampung 

Barat 

Jumlah 

Investasi 

PMDN/PMA 

Rupiah 3.325.564.458 82 

Miliyar 

85 

Miliyar 

90 

Miliyar 

95 

Miliyar 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Layanan 

Pemkab 

Lampung 

Barat 

Meningkatnya 

Kualitas 

pelayanan 

perizinan 

terpadu 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Predikat B B B B B 
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3 Menurunnya 

Pengangguran 

Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja 

(TPAK) 

% 80.80 % 80,84% 80,89% 80,92% 80,95% 

 

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Review 

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga 

Kerja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran 

dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. 

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Dan Tenaga Kerja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table 

berikut : 

Tabel 2.5 

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

 Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

SATUAN ALASAN 
FORMULASI/CARA 

PENGUKURAN 
SUMBER DATA 

1 Meningkatnya 

Jumlah 

Investasi di 

Lampung 

Barat 

Jumlah 

Investasi 

PMDN/PMA 

Rupiah Cukup Jelas Data diambil dari 

Aplikasi Online 

Singel Submission 

(OSS) 

DPMPTSPNAKER 

LAMPUNG 

BARAT 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

pelayanan 

perizinan 

terpadu 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Predikat Cukup Jelas Total dari nilai 

persepsi perunsur X 

Nilai Penimbang 

Total Unsur yang 

terisi 

DPMPTSPNAKER 

LAMPUNG 

BARAT 

3 Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja 

(TPAK) 

% Mengindikasikan 

besarnya 

persentase 

penduduk usia 

kerja yang aktif 

secara ekonomi 

disuatu wilayah. 

Jumlah Angkatan 

Kerja X 100% 

Jumlah Penduduk 

Usia 15 Tahun Ke 

atas 

BPS LAMPUNG 

BARAT 

C. Perjanjian Kinerja Hasil Review 

 Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja hasil reviu dan sebagai bahan yang 
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diperjanjikan oleh Kepal Dinas dengan  dan besaran anggaran yang direncanakan 

melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.6 

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2021 

NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 Meningkatnya Jumlah 

Investasi di Lampung Barat 

Jumlah Investasi PMDN/PMA Rupiah 90.000.000.000 

2 Meningkatnya Kualitas 

pelayanan perizinan terpadu 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

Predikat B 

3 Meningkatnya Kesempatan 

Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

% 80,92% 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat selaku 

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui 

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),  

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 

2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran 

yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja. 

I. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

  Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, 

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 
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kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator 

kinerja sasaran. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, sebagai berikut : 

Persentase Predikat Kode Warna 

< 100% Tidak Tercapai  

= 100% 
Tercapai/ Sesuai 

Target 
 

> 100% Melebihi Target  

 

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (100%) 

dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut : 

Pencapaian Kinerja Sasaran  

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 
Kode 

Warna 

1 Sangat Baik > 90  

2 Baik 75.00 – 89.99  

3 Cukup 65.00 – 74.99  

4 Kurang 50.00 – 64.99  

5 Sangat Kurang 0 – 49.99  

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian 

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja 

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing 

indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun 

Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan 
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untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi 

pemerintah. 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Tahun 2021, hasil reviu dan 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan  Nomor 050/462/KPTS/III.15/2019, telah 

ditetapkan  sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan 

rincian sebagai berikut : 

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator 

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator 

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator 

 

II. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan 

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.  

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/462/KPTS/III.15/2019 tanggal 20 

Agustus 2019 dan melalui Keputusan  Nomor : 36 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja 

Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam 
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melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 

menunjukan hasil sebagai berikut :                                                                                                                           

Tabel 3.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

 Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 Jumlah Investasi PMDN/PMA Rupiah 90.000.000.000 112.921.542.189 
125.47 

2 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 
Predikat B B 

100.00 

3 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 
% 80,92% 83.23% 

102.85 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai berikut : 

 Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator 

Jumlah Investasi PMDN/PMA, dengan capaian kinerja 125 % serta Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dengan capaian kinerja 103,85 % . 

 Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada 

indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100 %. 

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi 

kinerja Dinas pada beberapa table berikut : 

Tabel 3.2 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Barat Tahun 2021 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Melebihi/Melampaui Target 66.67% 

2 Sesuai Target 33.33 % 

3 Tidak Mencapai Target 00.00% 
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Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: 

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran 

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Pencapaian Target Misi 

No Misi 

Jumlah 

Indikator 

Sasaran 

Tingkat Pencapaian 

Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai Target 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Misi 1 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

2 Misi 2 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 

3 Misi 3 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

 Jumlah 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00 

 

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 

No Kategori Jumlah Indikator Persentase 

A. Misi 1 1  

1 Melebihi/Melampaui Target 1 100.00 % 

2 Sesuai Target 0 0.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % 

B. Misi 2 1  

1 Melebihi/Melampaui Target 0 0.00 % 

2 Sesuai Target 1 100.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % 

C. Misi 3 1  

1 Melebihi/Melampaui Target 1 100.00 % 

2 Sesuai Target 0 0.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % 
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Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang 

dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam 

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain : 

o Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

o Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

o Kinerja nyata dengan target akhir renstra. 

o Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta. 

o Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada 

tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 

dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, 

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

mencapai sasasaran secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 

1. ANALISA SASARAN 1  

SASARAN 1 

Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat 

 

Penanaman Modal atau Investasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2007 ialah segala bentuk kegiatan menanam modal,baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di negara Republik 

Indonesia. Pemerintah baik pusat maupun daerah daerah terus mendorong 

peningkatan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mendorong realisasi investasi ialah dengan terus mempermudah 

birokrasi perizinan dan memangkas tahap-tahap perizinan investasi. Inovasi dalam 

membantu investor salah satunya yaitu apliasi Online Singel Submission 

(OSS).Aplikasi OSS tersebut memudahkan penanam modal dalam melakukan 

pengisian dan pengurusan izin berusahanya.Dalam penyusunan / formulasi untuk 
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menghitung capaian kinerja Sasaran 1 pada Dinas Penanaman Modal,PTSP dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat digunakan sumber data sekunder, artinya 

untuk mengetahui Jumlah Investasi PMDN /PMA berdasarkan realisasi perizinan 

berusaha yang diakses melalui lkpmonline.bkpm.go.id. Hal ini dikarenakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mewajibkan 

kepada PMA/PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) setiap tiga bulan secara daring dan berkala melalui lkpmonline.bkpm.go.id 

guna memantau pekembangan realisasi Penananam Modal. 

Adapun pencapaian sasaran 1 dengan indicator kinerja “ Jumlah Investasi 

PMDN/PMA “ pada tahun 2021 dengan data yang bersumber dari 

lkpmonline.bkpm.go.id maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

                                                         Tabel 3.5 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat 

No Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 

% 

Target Realisasi 

1 
Jumlah Investasi 

PMDN/PMA 
Rupiah 90.000.000.000 112.921.542.189 125,47 

Sasaran 1 Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan Indikator Kinerja 

Jumlah Investasi PMDN/PMA. Pada tahun 2021 capaian kinerja Jumlah Investasi 

PMDN/PMA adalah sebesar 112.921.542.189 dari target sebesar Rp. 

90.000.000.000,- yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga 

persentase capaian kinerjanya adalah 125,47 %, capaian ini melebihi target yang 

diperjanjikan. 

 Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2021 

Selama tahun 2021 nilai realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 

112.921.542.189,00 (Seratus dua belas miliyar Sembilan ratus dua puluh satu juta 

lima ratus empat puluh dua ribu serratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan 

klasifikasi skala usaha merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro,Kecil dan Menengah,sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat 

No. 
PERIODE 
LAPORAN 

IUMK NON IUMK BESAR JUMLAH 

U
n
it
 U

s
a
h
a
  

NILAI INVESTASI 
(Rp) 

U
n
it
 U

s
a
h
a
  

NILAI INVESTASI 
(Rp) 

U
n
it
 U

s
a
h
a
  

NILAI INVESTASI 
(Rp) 

U
n
it
 U

s
a
h
a
  

NILAI INVESTASI (Rp) 

1 Triwulan 1 81 4.779.200.000 20 4.010.600.100 3 19.294.706.753 101 28.084.506.853 

2 Triwulan 2 123 5.546.303.100 21 7.192.900.000 3 46.272.731.875 144 59.011.934.975 

3 Triwulan 3 30 1.753.000.000 2 97.222.222 3 10.029.607.919 32 11.879.830.141 

4 Triwulan 4 1 1.116.500.000 1 350.000.000 8 12.478.770.220 5 13.945.270.220 

  JUMLAH 235 13.195.003.100 44 11.650.722.322 8 61.050.718.877 282 112.921.542.189 

Sumber data  :  lkpmonline.bkpm.go.id, tanggal 7 Januari 2021  

 

 Investasi Skala Mikro Kecil Tahun 2021 

Investasi Skala Mikro Kecil Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.13.195.003.100 (Tiga 

belas milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah). Sektor yang 

dominan antara lain 

1. Perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi sebesar Rp._6.855.000.000,- 

(56,28%) yang terdiri dari 99 unit usaha. 

2. Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan realisasi investasi sebesar 

Rp. 466.003.000,- (3,86%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 14. 

3. Hotel dan restoran dengan realisasi investasi sebesar Rp._495.200.000,- (4,1%) 

dengan jumlah unit usaha sebanyak 16. 

4. Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp._855.550.010,00 (7,11%) 

dengan jumlah unit usaha sebanyak 48. 

5. Jasa Lainnya dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1.682.750.000,- (13,93%) 

dengan jumlah unit usaha sebanyak 35. 

6. Lainnya dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1.721.000.000,00 (14,25%) dengan 

jumlah unit usaha sebanyak 84. 

 

 

 



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 
 

25 
 

 

 Investasi persektor pada tahun 2021 

Realisasi investasi persektor tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 

Realisasi investasi persektor usaha di Kabupaten Lampung Barat  tahun 2021 

No. JENIS PERIZINAN BERUSAHA 

REALISASI INVESTASI 

(Rp.) 

1 Sektor Ketenagalistrikan 88.075.816.767,- 

2 Sektor Pertanian 466.003.000- 

3 Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan - 

4 
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

- 

5 Sektor Kelautan Dan Perikanan - 

6 Sektor Kesehatan 1.682.750.000-- 

7 Sektor Obat Dan Makanan 858.550.010,- 

8 Sektor Perindustrian 11.650.722.322- 

9 Sektor Perdagangan 7.971.500.090,- 

10 Sektor Perhubungan - 

11 Sektor Komunikasi Dan Informatika - 

12 Sektor Pariwisata 495.200.000- 

13 Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan - 

14 Sektor Ketenagakerjaan - 

15 Sektor Perkoperasian dan UMKM 1.721.000.000,- 

Jumlah 112.921.542.189,0- 

 

 

 

 



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 
 

26 
 

 

 Trend realisasi investasi di Lampung Barat Tahun 2021. 

 

Triwulan pertama realisasi investasi di Kabupaten Lambung Barat sebesar Rp 

28.084.506.853. Perusahan besar berkontribusi sebanyak 69% atau Rp 

19.294.706.753,- dari total realisasi invetasi ditriwulan pertama, sedangkan pelaku 

usaha katagori IUMK berkontribusi sebesar 17 % atau Rp 4.779.200.00,- dan pelaku 

usaha Non IUMK berkontribusi sebesar 14 % atau Rp 4.010.600.100.  

Triwulan kedua realisasi investasi di Kabupaten Lambung Barat sebesar Rp 

59.011.934.975,- naik sebesar 110 % jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi 

ditriwulan pertama. Pada triwulan kedua ini perusahan besar masih berkontribusi 

besar terhadap realisasi investasi di Lampung Barat yaitu sebesar 78% atau Rp 

46.272.731.875,-, sedangkan pelaku usaha katagori IUMK berkontribusi sebesar 9 % 

atau Rp 5.546.303.100, realisasi investasi dari pelaku usaha katagori IUMK naik 

sebesar 16 % jika dibandingkan dengan nilai realisasi investasi pada triwulan pertama. 

Pelaku usaha Non IUMK berkontribusi sebesar 12 % atau Rp 7.192.900.000,- realisasi 

investasi pelaku usaha katagori Non IUMK mengalami kenaikan sebesar 79 % jika 

dibandingkan dengan nilai realisasi pada triwulan pertama.  

Triwulan ketiga realisasi investasi di Kabupaten Lambung Barat sebesar Rp 

11.879.830.141,- turun sebesar 79,9 % jika dibandingkan dengan nilai realisasi 

investasi ditriwulan kedua. Triwulan ke empat realisasi investasi kembali mengalami 

Rp28,084,506,853 

Rp59,011,934,975 

Rp11,879,830,141 
Rp13,945,270,220 

 Rp-

 Rp10,000,000,000

 Rp20,000,000,000

 Rp30,000,000,000

 Rp40,000,000,000

 Rp50,000,000,000

 Rp60,000,000,000

 Rp70,000,000,000

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Trend Realisasi Investasi 2021
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kenaikan sebesar 17,4 % atau naik sebesar Rp 2.065.440.079,- jika dibandingkan 

dengan triwulan ke ketiga. 

 Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat 2018 sd 2021 

 

Prosentase capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Investasi PMDN/PMA" tahun ini 

turun 8,53 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 134 %. Dampak dari 

covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Berbagai stimulus telah 

diberikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pemberian berbagai macam bantuan social pasca pandemic covid-19 diharapkan 

akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menopang perputaran 

ekonomi. Khususnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Barat yang sebagian pelaku 

usaha bergerak pada sektor perkebunan dan perdagangan. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal,Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, berusaha memberikan kemudahan bagi 

investor untuk menanamakan investasinya di Lampung Barat. Melalui program 

promosi, pendampingan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal serta 

dengan memberika data potensi investasi sehingga dapat menarik investor untuk 

berinvestasi di Lampung Barat. 

Rp3,325,564,458 

Rp82,000,000,000 

Rp85,000,000,000 

Rp90,000,000,000 

Rp25,947,491,049 

Rp142,671,845,207 

Rp113,483,975,551 

Rp112,921,542,189 

 Rp-  Rp50,000,000,000  Rp100,000,000,000  Rp150,000,000,000

2018

2019

2020

2021

Realisasi  Investasi
Tahun 2018 dan 2021

Realisasi Target
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 Capaian Kinerja Sasaran 1 berbanding dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022 

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. 

 

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Investasi 

PMDN/PMA" sampai dengan tahun ini adalah sebesar Rp 395.024.853.996,-, bila 

dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar Rp 355.326.564.458,- ,maka 

capaian kinerjanya mencapai 111 %. 

 

 Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung 

Barat 

Tabel 3.8 
Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat 
 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target Dinas Penanaman 

Modal,PTSP & Tenaga Kerja 

Target RPJMD Kabupaten 

Lampung Barat 

2021 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Jumlah 

Investasi 

PMDN/PMA 

Rupiah 90.000.000.000 112.921.542.189 

 

3.849.756.556 

 

 

112.921.542.189 

Rp395,024,853,996 

Rp355,326,564,458 

 Rp320,000,000,000 Rp340,000,000,000 Rp360,000,000,000 Rp380,000,000,000 Rp400,000,000,000

Target sd 2022 Rp355,326,564,458

Realisasi sd 2021 Rp395,024,853,996

Realisasi Investasi sd 2021
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Capaian kinerja Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2021 dengan target Rp 

90.000.0000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 112.921.542.189,- atau 125,47 %. 

Sedangkan target pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 sebesar Rp 

3.849.756.556,-, terjadi perbedaan yang signifikan dalam hal target realisasi investasi 

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat dengan dokumen Renstra Dinas 

Penananam Modal,PTSP & Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, hal ini terjadi 

dikaranakan  adanya Revisi Restra 2018-2022 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan 

Tenaga Kerja dengan melakukan penyesuaian definisi realisasi investasi berdasarkan 

Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal. 

 Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan capaian Nasional . 

Secara nasional Kementrian Investasi/BKPM  menargetkan pada tahun 2021 jumlah 

realisasi investasi yang ada di Indonesia sebesar Rp 900 triliun dan terealisasi sebesar 

Rp 901,02 Triliun, capaian ini melebihi 100,1 % dari realisasi yang ditargetkan. 

Menurut rilis resmi dari Kementrian Investasi, berdasarkan sebaran wilayah realisasi 

investasi tahun 2021 di luar pulau Jawa masih lebih besar dari pada pulau Jawa, 

Tumbuh sebesar 12,2 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. 

Kondisi yang berbeda terjadi pada capaian realisasi investasi pada Kebupaten 

Lampung Barat, apabila dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2020, 

realisasi investasi di Lampung Barat mengalami penurunan sebesar 0,50 % 
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2. ANALISA SASARAN 2  

SASARAN 2 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu 

 

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.9 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu 

N

o 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2020 

% 

Tahun 2021 

% 
Target Realisasi Target Realisasi 

1 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Predikat B B 100 B B 100 

 

Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu dapat dilihat dari 

sebanyak 1 indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat 

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah 

Predikat  B dari target Predikat B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai 

target yang diperjanjikan. 

Berdasarkan perinsip pelayanan sebagaimana diuraikan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusuna Survey Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara 

pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala 

minimal 1 (satu) kali setahun.  

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat telah melakukan survey kepuasan masyarakat. Jadwal pelaksanaan 

dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini ialah Januari – Desember 2021, pada 

kurun waktu tersebut Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja telah 

menyebarkan angket berupa pertanyaaan kepada para responden. Daftar pertanyaan 

yang disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) unsur 

yang relevan,valid dan reliabel,sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat,unsur tersebut adalah : 

1. Persyaratan 
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2. Sistem,Mekanisme dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetesi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan 

9. Sarana dan Prasarana 

Formulasi untuk mengitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

NILAI PERSEPSI,NILAI INTERVAL,NILAI KONVERSI (NIK),MUTU PELAYANAN DAN KINERJA 
UNIT PELAYANAN 

 
NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL NILAI KONVERSI 

(NIK) 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00-2,5996 25,00-64,99 D Tidak Baik 

2 2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644- 3,532 76,61-88,30 B Baik 

4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik 

 

Selama periode Januari sd Desember 2021 Dinas Penanaman Modal,PTSP dan 

Tenaga Kerja Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali survey kepuasan 

masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 608 responden dari total pemerima 

layanan sebanyak 1.012 orang. Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut 

didapatkan nilai IKM sebagai berikut : 

Periode Survey Nilai Konversi 
 

Mutu Pelayanan 

Januari sd Maret 77,30 B 

April sd Juni 76,80 B 

Juli sd September 76,80 B 

Oktober sd Desember  76,80 B 
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Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-rata 

kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman 

Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sebesar 76,90 atau secara 

mutu pelayanan berpredikat B ( Baik). 

 Capaian layanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2021 

Berdasarkan data realisasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan di atas, pada tahun 

2021 jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 1415, dengan 

rincian sebanyak 1.082 dilaksanakan secara langsung (offline) di Kantor Dinas 

Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dan 

sebanyak 333 layanan dilaksanakan melalui aplikasi Online baik OSS sebanyak 282 

layanan maupun aplikasi SiCantik Cloud sebanyak 51 layanan.  

 Capaian layanan perizinan dan non perizinan 2018 sd 2021 

 

Realisasi Perizinan Dan Nonperizinan Tahun 2018-2021. 

 

Dari data di atas, jumlah layanan yang diberikan setiap tahunnya cukup tinggi, namun 

jika dilihat untuk data layanan pada tahun 2020 sebanyak 907 layanan dan tahun 2021 

sebanyak 1088, peningkatan intensitas layanan ini  50 persennya dari pelayanan  

Kartu Pencari Kerja AK-1 sebanyak 572 . 

 

 

 

2172 2039

907 1088

2018 2019 2020 2021

JUMLAH LAYANAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN

2018 2019 2020 2021
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 Capaian Kinerja Sasaran 2 berbanding dengan Target Akhir Renstra 

Tahun 2022 Dinas Penanama Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat. 

Tabel 3.10 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2020 Tahun 2021 

Tahun 

2022 

Target Realisasi Target Realisasi Target 

1 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Predikat B B B B 

 

B 

 

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan 

target akhir renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. 

 Perbandingan Kinerja tahun 2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung 

Barat 

Tabel 3.11 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target Dinas Penanaman 

Modal,PTSP & Tenaga Kerja 

Target RPJMD Kabupaten 

Lampung Barat 

2021 2021 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Predikat B B 

 

 

C 

 

 

 

 

Capaian kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dengan Target B terelisasi dengan Target B atau 100 %.Target RPJMD 

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 predikat IKM ialah C. Sampai laporan ini 

dibuat untuk nilai IKM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat belum dirilis. 
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 Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan capaian Badan Koordinsi 

Penanaman Nasional. 

Semester 1 tahun 2021 berdasarkan publikasi dari website BKPM nilai interval IKM 

yang diperoleh oleh BKPM sebesar 85 atau predikat B, sedangkan untuk data akhir 

tahun 2021 belum dipublikasikan, Hal ini senada dengan indeks kepuasan masyarakat 

yang diperoleh oleh Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat yang melakukan survey IKM setiap triwulan dengan nilai rata-rata 

76,90 atau Predikat B. 

3. ANALISA SASARAN 3 

SASARAN 3 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 

 

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.12 

Analisis Pencapaian Sasaran 3 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 

No Indikator Kinerja 

Tahun 2021 

% 
Target Realisasi 

1 

 
 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 
 

80,92% 83,23% 102,85 

 

Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dapat dilihat dari  indikator yaitu :Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Capaian kinerja nyata indikator 3  "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)" adalah 

sebesar 83,23% dari target sebesar 80,92% yang direncanakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.85 %, 

capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK) 

adalah Persentase banyaknya angkatan kerja kerja tehadap banyaknya penduduk 

yang berumur limabelas tahun ke atas. Penduduk yang termasuk bukan angkatan 
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kerja. adalah penduduk usia kerja ( 15  tahun dan lebih ) yang masih sekolah, 

mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. 

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih 

) yang bekerja ,atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 

pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja ialah 

penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih ) yang masih sekolah,mengurus rumah 

tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.  

Tingkat Partispasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk 

usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK 

menunjukan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk 

memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.  

Sasaran 3 pada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lampung Barat ialah “ Mengkatnya Kesempatan Kerja”. Dengan 

melihat dan menargetkan TPAK yang menjadi indicator terhadap ketersediaan 

pasokan kerja Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Barat berupaya untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten 

Lampung Barat. 

Tabel 3.13 

Program Pendukung Sasaran 3 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 

PROGRAM 
INDIKATOR 

PROGRAM 

TARGET RELAISASI KETERANGAN 

Program pelatihan 

kerja dan 

produktivitas 

tenaga kerja 

Persentase 

lulusan 

pelatihan yang 

bekerja 

70 % 70 % Program ini ditujukan kepada 

angkatan kerja dengan 

memberikan berbagai 

macam pelatihan 

ketenagakerjaan sehingga 

angkatan kerja memeliliki 

keterampilan kerja. 

Program 

penempatan 

tenaga kerja 

Persentase 

pencari kerja 

yang terdaftar 

dan 

mendapatkan 

pekerjaan 

35 % 35 % Program ini ditujukan untuk 

memberkan layanan kepada 

angkatan kerja dalam 

mencari pekerjaan dengan 

menyediakan berbagai 

informasi lowongan 

pekerjaan. 
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 Capaian Kinerja Sasaran 3 berbanding dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022 

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. 

 

Pada bulan Desember tahun 2020, persentase TPAK sebesar 83,48 % sedangkan 

pada bulan Desember 2021 persentase TPAK sebesar 83,23 %. Nilai persentase 

TPAK ini mengindikasikan selama dua tahun ini terdapat  potensi ekonomi dari sisi 

pasokan (supply) tenaga kerja di Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan Indikator Tingkat Partispasi Angakatan Kerja pada 

tahun 2018 dan tahun 2019 tidak tercapai.Tahun 2018 target TPAK sebesar 80,80 % 

namum realisasi sebesar 80.09 % atau 99.12 % sedangkan pada tahun 2020 target 

TPAK sebesar 80.89 % , realisasi sebesar 83,48 % dan pada tahun 2021 target 

persentase TPAK sebesar 80,92 % terealisasi sebesar 83,23 % atau melampaui 

target. Namun jika dibandingkan antar realisasi tahun 2020 dan 2021 terdapat 

penurunan sebesar 0.25 poin. 

Tabel 3.14 

Analisis Pencapaian Sasaran 3 

Meningkatnya Kesempatan Kerja 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi Target Realisasi Target 

1 

 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 
 

% 80.89 % 83,48 % 80,92% 83,23% 

 

80,95% 

80.80% 80.84% 80.89% 80.92%

80.09%
79.53%

83.48%
83.23%

77.00%

78.00%

79.00%

80.00%

81.00%

82.00%

83.00%

84.00%

2018 2019 2020 2021

TPAK 2018 s.d 2021

Target Realisasi Linear (Target) Linear (Target)

Linear (Target) Linear (Target) Linear (Realisasi)



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 
 

37 
 

 Perbandingan Kinerja tahun 2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 

Sasaran 3 dengan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan 

salah satu penunjang Misi ke 5 pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat. Pada Misi 5 

di sasaran 5.1.5 adalah Menurunnya Pengangguran dengan Indikator Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka ialah jumlah 

persentase pengangguran tehadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2021 target 

TPT sebesar 0.75 % serta realisasi tahun 2021 sebesar 2,83 %.  

 Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dengan TPAK di Provinsi Lampung 

Pada tahun 2021 nilai TPAK di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan 

sebesar 0,25 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. 

Secara regional Provinsi Lampung indeks TPAK tahun 2021  mengalami  penurunan 

sebesar 0,81 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. 

 

4. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / 

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI 

a. Penyebab Keberhasilan 

o Adanya komitmen dari semua pejabat structural di Dinas Penanaman 

Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. 

o Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman 

Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. 

o Pemanfaatan teknologi dengan baik untuk menunjang kegiatan. 

o Faktor kondisi keamanan di Kabupaten Lampung Barat yang cenderung 

kondusif. 

b. Penyebab Kegagalan 

o Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai,peningkatan 

pelayanan berupa Hardware. 

o Kemajuan teknologi yang perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya 

manusia yang ada. 

o Pelatihan Kerja memerlukan dana yang besar. 

o Adanya Pandemi covid -19 

c. Alternatif Solusi yang dilakukan 

o Meningkatkan Kualitas SDM dengan Workshop,Bimtek dan Diklat. 
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o Mengusulkan penambahan sarana dan prasana pendukung untuk peningkatan 

pelayanan. 

o Pelaksanaan Protocol kesehatan yang ketat 

 

III. EFESIENSI SUMBER DAYA  

 

1. Sumber Daya Manusia ( SDM ) 

1.1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,  

Jumlah  Pejabat Struktural dan fungsional 

Jumlah  pegawai  di Lingkungan  Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja   

tahun 2020 tercatat sebanyak  orang yang terdiri dari :                                   

a.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 27 orang 

b.  Tenaga Harian Lepas (THL) = 12 orang 
 

Tabel 3.15 

Berdasarkan kepangkatan/golongan 

No Golongan Jumlah Persentase 

1 IV 6 22 % 

2 III 16 59 % 

3 II 5 19 % 

 
Tabel 3.16 

Berdasarkan tingkat kependidikan 

          No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 S.3 0 0 

2 S.2 7 26 % 

3 S.1 14 53 % 

4 D.III 2 7 % 

5 SMA 4 14 % 

6 SD 0 0 

 

Tabel 3.17 

Berdasarkan Pendidikan Penjejangan 

NO Pendidikan/Diklat Jumlah Persen 

1 SPAMEN/PIM II 1 3,7 % 

2 SPAMA / PIM III 2 7,4 % 

3 ADUM / PIM IV 11 40,7 % 

4 BELUM PERNAH 13 48,02 % 
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2. Sarana & Prasarana 

Salah satu fakor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Barat adalah tersedia sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas diantaranya 

adalah : 

Tabel 3.18 

Sarana dan Prasarana 

NO URAIAN JUMLAH KET 

1 Kendaraan Roda 4 2  

2 Kendaraan Roda 2 9  

3 Komputer 9  

4 Laptop 3  

5 Proyektor 1  

6 Mesin Tik 2 1 Rusak 

7 Meja Kerja  25  

8 Kursi 23  

9 Filing Kabinet 5  

10 Lemari Kayu 2  

11 Telepon 1  

12 Papan Pengumuman 1  

13 Sofa  1  

14 Kursi tunggu  1  

15 Meja fron office 1  

16 Meja Piket 1  

17 Absen retina 1  

18 Brankas 1  

19 TV dan Parabola 1  

20 Gedung /Kantor 2 Unit  

 

 

3. Sumber Daya Anggaran 

* Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran di tahun 2021, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman 

Modal,PTSP dan Tenaga Kerja sebagai berikut ; 
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NO SASARAN ANGGARAN REALISASI % KETERANGAN 

1 Meningkatnya 

Jumlah Investasi di 

Lampung Barat 

Rp 1.342.950.900 Rp 936.131.547 69,71 % Realisasi 

capaian kinerja 

fisik sebesar 

125,47 % 

2 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

perizinan terpadu 

Rp 3.339.264.965 Rp 3.127.553.222 93,66 % Realisasi 

capaian kinerja 

fisik sebesar 

100 % 

3 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Rp 460,996.900 Rp 451.825.797 98,01 % Realisasi 

capaian kinerja 

fisik sebesar 

102,85 % 

T O T A L Rp 5.143.212.765 Rp 4.515.510.566 87,80 %  

Sasaran 1 “Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat” dengan realisasi 

capaian fisik sebesar 125,47 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 1 

sebesar 69,71 %. Tidak terserapnya anggaran pada Sasaran 1 dikarenakan adanya 

PPKM yang menyebabkan Program Promosi Penanaman Modal berjalan tidak 

optimal.  

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu” dengan realisasi 

capaian fisik sebesar 100 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2 sebesar 

93,66 %.  

Sasaran 3 “Meningkatnya kesempatan kerja” dengan realisasi capaian fisik sebesar 

102,85 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 3 sebesar     98,01 % 

Selama tahun 2021 Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efesiensi antara lain : 

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik,lampu,komputer,digunakan 

saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan. 

3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan 

4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan 

secara rutin 

5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efesien guna mendukung 

capaian sasaran OPD. 
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BAB IV PENUTUP 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini 

merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik 

(Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan 

langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai 

upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh 

semua pihak. 

LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam tahun 2020 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran 

dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian 

sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 125,47 % 

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % 

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102,85 % 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara 

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam Tahun 

Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat 

dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 

Anggaran 2021 setelah recofusing sebesar  Rp.5.143.212.765,- sedangkan realisasi 

anggaran mencapai Rp. 4.515.510.566,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 
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2021 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 627.702.199,- 

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 

3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan 

tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021. 

 

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 

4.515.510.566-  telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi 

dan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi 

anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah 87,80 % dari 

anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat kepada 

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil 

bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat. 

                                                                                 

Lampung Barat,     Januari 2022 

Kepala Dinas, 

 

 

 

Drs.DAMAN NASIR,MP 
Pembina Utama Muda 
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